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PABESIDIN REPUSLIK IIDOLNEGTIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUS A PRsSTDEN REPUSLIK . THDOHESTIA
NO. 290 TAHUN 196,
KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANCGGULG DJAVAB ALGKATAN
KEPCLISTAN (QePUBLII TIDCISTA SEBAGAT ANGGOTA
ANGILATAN BERSENDJATA,

< =

bahwa melihat perkembangan revolusi Indonesia pada dewasa ini, dan
menilik pertumbuhan didalam Anglkatan Kepolisian Republik\I,donesia
dibidang mentaal dan dibidang materiil, memandang perlu tuk mem—
pertegas kedudukan, tugas dan tanggung djawab Angkatan Kepolisian
RRepublik Indonesia didelam ilkut serta menjelesaikan revolusi setjara
keseluruhan;

1. Pasal /4 ajat 1 Undang-Undang Dasar jo pasal IV Aturan Peralihan
Undang-Undang Dasar 19,5;

2, Undang-Undang o, 13 tahun 1961;

3. Undang-Undang No. 10 Prp tahun 1960;

Lo Keputusan Presiden llo. 372 tahun 19623

5. Keputusan Presiden lio. 225/FLT/1962;

6. Keputusan Presiden lic., 15 tahun 1963;

Amaneat Presiden Republik Indonesia pada Hari Angkatan Kepolisian
tanggal 1 Djull 196/

MELUTUSKAN @

KEPUTUL AL PUSCIDEN ESPUSLIK LNDCHLSIA TENCANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN
TAlGEUNG DJ. I I KEPCLISTAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAT
ANGGCTA AMNGIHOATAN BUASLIDJIATA, sebagal berikut :

Pasal 1.

(1) ingkatan Kepolisian itepublik Indonesia adalah Anggota Angkatan
Sersendjeata.

(2) Kedudulkan ingkatan Kepolisian Ilepublik Indonesia sebagai Anggota
ingliatan Sersendjata adalah sama dan_ sederadjat dengan ketiga
Anglkatan lainnja,

(3) Zebagei bagian dari Angkatan Bersendjata, maka Angkatan Kepolisian
Republik Indonesia seperti halnja dengan ketiga Angkatan lainnja
merupaican suatu kesatuan dengan garis-—garis hierarchie dan komando
Jjang utuh dan bulat,

Pasal 2.

Sebagai Anggota ingkatan Bersendjata maka Angkatan Kepolisian
flepublik Indonesia bertugas serta bertanggung djawab :
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a. dalam bidang penentuan kebidjaksanaan, pengurusan, penegakan serta
pemeliharaan ketertiban dan keamanan delam nezeri, baik jang ber—
sifat preventif justisiil/sosial, moupun jang bersifat represif
Justisiil/sosial;

b. sebagai penegealr hukum dengan mendjundjung tinggi hak-hak azasi
rakjat;

c. mengawasil dan menglkoordinasikan badan—-badan pemerintahan sipil
jeng denpan ateu atas luasa undang—undang diberi wewenang untuk
nelalulion tusas—tugas Mepolisian didalam bidangnja masing-masing;

d. memeloyori, meuimpin dan membina rakjat dalam rangka penegakan/
pemeliharaan keamanan sebagal sjarat untuk mewudjudkan masjarakat
Tata~lenteren~larta—-fahardja dengan berlandaskan faham Keamanan
Rakjat Semesta, Jalah Keamanan dari Rplijat, oleh Rakjat untuk Rakjat;

e, ikut-serta setjura fisik aktif didalam pertahanan dan didalam usaha
pertahanan guona mentjapal potensi malksimal dari Rakjat didalam per-
tahanan totel serta pengamanannjas

£. ikut-serta delam proses produksi dan distribusi;

E. dalam bidang hidup lkencgaraan dan hidup kemasjarakatan sebagail alat
Hdevolusi pada unnumnja.

Fogal 5.

Kedudulcon hulnarm, scegele hal ichwal mengenal personil, materiil,
keuangan, organisasi, administrasi dan masalah perawatan dalam arti
luas deri pada :npglictan Kenclisian ilepublik Indonesia diatur setjara
uwmun dan terintegrasilan dengan ketiga Angkatan lainnja didalam
peraturan-peraturan dari pada Anglkatan Bersendjata jang merupakan
peraturan—-peraturen pokok jang sama bagi keempat Angkatan Bersendjata.

Pasal 4.

Selama peraturan-peraturan pokok jang sama bagli ke-empat Angkatan
Bersendjata seperti dimalsudkan dalam pasal 3 belum terwudjud, maka
dengan peraturan-neraturan tersendiri ditentukan agar setahap demi
setahap kedudukan [ngliatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Anggota
Angkatan Bersendjata dapat diwudjudkan, sehingga paling lambat pada
tangzal 1 Djanuari 1965 Anglatan Kepolisian Republik Indonesia benar—
benar telah terintegrasiltan dengan Angzgota—inggzota Angkatan Bersendjata
lainnja.

Pasal 5.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggel ditetapkannja,

Ditetapkan di Djakarta
pada taenzgal 12 Nopember 1964.
)'PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
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SUKARNO
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENDIBLASAN i
KuPULUSAN PrusIDEN REPUBLIK INDONESIA i
NU., 290 TAHUN 1964
LENPANG
KEDUDUKAN, TUGAS DA PANGCGUNG DJIJAVAD ANGEATAN
KEPOLIGIAN beiPUBLIK INDUNESTA SHBAGAT ANGGOTA™ {
AI‘." GHALTAL BLROSULNUJATA. ,

PENDIBLASAN UluUli.

Ketetapan ini dimaksudkan untulk wmenjesuaikan kedudukan, tugas dan
tanggung djawcbh Anglatan llepolision Hepublik Indonesia dengan kemad juan
Jang telah ditjapainja, sehingsa lebih sempurna lagi dapat menunaikan i
kewad jibann ja untuk bersama-sama dengan Rakjat menjelesaikan Revolusi dar
meningkatkan pendjagaan, penjelamatan dan pengefektipan Negara Republik
Indonesia Jjang adalah slat untuk mentjapal Amanat Penderitaan Rakjat.

Dalam ketetapan H.P.R.S. No. I dan No. II/MPRS/60 lampiran A, 54
ajat ¢, telah dinjatakan bahwa Polisi Negara adalah Angkatan Bersendjata
penegasan nmana diketemukan kembali dalam pasal 3 Undang-undang No.l3 ta-—|
hun 1961 tentang ketentuan-—-ketentuan pokok Kepolisian Negara. |

1

Kemudian pasal 12 Xeputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21
Djuni 1962 No.225/PLT tohun 1962 mengharuskan adanja susunan Angxatan Da-
rat, Angkatan Laut, Angkatan Udar: dan Angkatan Kepolisian sedemikian ru-
ra, sehingga tertjapai suatu keseragaman atas dasar adanja unsur pembina-j:
an dan unsur operasionil, ‘

Achirnja bahwa Angkatan Kepolisian Republik Indonesia tekah mentja-
pai kemad juan-kemadjuan dan vahwa kedudukan Angkatan Kepolisian Republik
Indonesia sebagai Angkatan Bersendjata itu adalah sama dan sederadjat de-)
ngan ketiga Angkatan lainnja adalah dinjatakan oleh Paduka Jang Mulia {il-
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Peminpin Besar Revolusi/
Bhayangkara Agung paeda Hari Angkabtan Kepolisian tanggal 1 DJjuli 1964.

Dengan demikian, maka perumusan—perumusan Jjang dituangkan dalam Ke-i
putusan Pregsiden ini, lebih banjak bersifat penegasan dari apa Jjang telah
ada dan pemberian dasar formil sebagai landasan untuk dengan lebih tjepatj:
lagi melandjutkan pembangunan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia chu-—l
susnja dalam rangka btugas—-tugas penjelesaian dan keselamatan Revolusi.

PENDJELASAN PASAL DENI PAoAL.

Pasal 1 tjukup djelas.

Pasal 2 ajat a. tjulup djelas.
ajat b. tjukup djelas.
ajat c. tjukup djelas.

ajat d. FPaham Keamanan adalah Keamanan Rakjat Semesta dalam
arti, bahwa keamanan mendJjadi tanggung-djawab selu-—
ruh masjarakat dilakukan oleh seluruh Rakjat dan ’
dimanfaatkan untuk segenap lapizan masjarakat denga
Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai inti]
pelopor dan pembina keamanan dalam negeri dalam me-—
wud judkan: Keamanan dari Rakjat, oleh Rakjat dan un:
tuk Hakjat.

Aman adalah suatu keada an, dimana segenap masja:
rakat Indonesia bebas dari segala ketakutan akan i
congouan atau antjaman, sehingga memungkinkan masjaq
rakat tersebut mentjapai tjita-tjita dan tudjuan- [}
Revolusoi lasionalnja.

Keamanan bagie...
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Keamanan bagi walut I
kan tiap warga didol:

tan ke Aiuunwuuqu 1458 terzuuguu was jarukat adil dan makmur
berlandasiuin ruubJu sila, berhaluan kenipol Usdek.

Xeamanan dalai negeri adalah keaaaan dan kondisi jJjang menmuat

unsur-unsur tersebut diatas,
kontinuitas cidalam
'{. 2INELS Jctrculsd oui t

'chiug'a memungkinkan stabilitas dan

scoalo bidang keglatan hidup kenegaraan, hidup‘

daon pedbronpgunan Jmli vada bangsa Indonesia jang se-—
dang berevolusi, sebagsl verwudjuuan masjaraket Tanta-Lenteram-—-Kart:
Tahard ja. i

Dalan welalisalio i
Kepoligian ,L\,,Lm_L_L 11 &*.o*vcuia menmdmpin
potensi rok j '
tur pembirae Keouas
k“’.js.;jat e. btjukup djelas.
Ajat f. tjukup djelas.

wr den disusun dalam suatu organisasi-—-apard
lam legexri.

Ajat g. Gtjulup djelas.
Pasal 3 tjulup djelas.

Pasal 4 tjukup djelas.

,uaome'ia wd;lah suctu kondisi jang memungkln
w omasjarakat Indonesia melakukan segala kegia

Tuges weananals dalam negeri, maka angkatarn
dan membimbing kekuatan dan:

i

1
i
i
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDCIESIA
0, 290 TAHUN 19CL

TENTANG
PENEGASAN KIDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB
ANGEATAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESTA SEBAGAI
UNSUR ANGKATAN BERSENDJATA
( Disempurnakan ).

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

p
J"Menimb ang

bahwa melihat perkembangan revolusi Indonesia pada dewasa
ini dan menilik pertumbuhan didalam Angkatan Kepolisian Repu-
blik Indonesia dibidang'mental dan dibidang materiil, perlu
mempertegas kedudukan, tugas dan tanggung djawab Angkatan
Kepolisian Republik Indonesia didalam ikut serta menjelesai-
kan revolusij

Mengingat I. 1. pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar Jjo pasal IV aturan

peralihan Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. iB tahun 1961;
Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960;
3723
225/P1t/1962;

15 tahun 1963;

Keputusan Presiden No.

Keputusan Presiden No.

“e 5.
Keputusan Presiden No.

IT. Penetapan Presiden Ho. 5 tahun 1959;

Undang-undang No. 15 tahun 1961;

IIT, 1.

Penetapan
Penetapan
Penetapan
Penetapan
Penetapan
Keputusan

Instruksi

Presiden
Presiden
Presiden
Presiden
Presiden
Presiden

Presiden

No. 2.3 tahun 1963;
No. 11 tzhun 1963;

No. 4 tahun 1963;
6 tahun 1959;

L tahun 1962;

Noe
No.
No. 71 tahun 1964;

No. 4 tahun 1963;

Mengingat pula

-
-
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Mengingat

Menetapkan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

oy

pula : Amanat Presiden Republik Indonesia pada Hari Angkatan
Kepolisian tanggal 1 Djuli 1964;

MEMUTUSKATN : |

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENEGASAN |
KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB ANGKATAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAY UNSUR ANGKATAN BERSENDJATA, |
sebagai berikut : |

Pasal 1.

Angkatan Kepolisian Republik Indonesia adalah, sedjadjarf

dan sederadjat dengan Angkatan-angkatan Darat, Laut dan Udara, |
unsur Angkatan Bersendjata.

Pasal 2.

(1). Dalam kedudukan tersebut dalam pasal 1, maka Ang- }
katan Kepolisian Republik Indonesia bertugas serta bertanggung |
djawab : ?

a. sebagai alat negara penegak hukum, terutama dibi%
dang pemeliharaan Keamanan Dalam Negeri sesuai |
dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang
Pokok Kepolisian;

b. mengkoordinir dan mengawgsi alat-alat kepolisiané
chusus dalam melaksanakan tugas kepolisian di- |
bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam keputusan Presiden No. 372
tahun 1962;

c. Ikut serta setjara fisik didalam pertzhanan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-
undang Pokok Kepolisian;

d. menjelenggarakan pembinaan masjarakat dalam
rangka pelaksanaan tugas kepolisian dan pembi-
naan wilajah sesuai dengan doktrin Angkatan
Bersendjata, dengan tudjuan untuk ment japai
dan memelihara keamanan;

e, ikut serta ....
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ikut serta dalam proses produksi dan distri-

v}
.

busi (operasi karja);

f. sebagai alat revolusi pada umumnja dalam bidang
hidup kenegaraan dan hidup kemasjarakatan;

(2). Tuges dan tanggung djawab jang dimaksud pada ajaté
(1) pasal ini serta pelaksanaannja, tidak mengurangi, pada
tingkat Pemerintah Pusat, kedudukan, tugas dan tanggung djawab
badan-badan Pemerintah Pusat lainnja dalam bidang jang sama,
dan pada tingkat Pemerintah Daerah, kedudukan, tugas dan tang?
gung djawab Kepala Daerah dan badan-badan Pemerintah lainnja,
didaerach janeo bersangkutan, menurut peraturan perundang-undané

an jang bherlaku. |

Pasal 3.

Kedudukan hukum, segala hal ichwal mengenal personil,
materiil, keuangan, organisasi, administrasi dan masalah
perawatan dalam arti luas Angkatan Kepolisian Republik Indo-
nesia diatur setjara umum den terintegrasikan dengan ketiga
Angkatan lainnja didalam peraturan-peraturan Angkatan Ber-
sendjata Jjang merupakan peraturan-peraturan pokok Jjang sama
bagi keempat Angkatan Bersendjata.

Pasal L.,

Selama peraturan-peraturan pokok jang sama bagi keempat |
Angkatan Bersendjata seperti jang dimaksud dalam pasal 3 belum
ada maka oleh Menteri Koordinator Pertahanan/Keamanan-Kepala j
Staf Angkatan Bersendjata dapat ditetapkan peraturan-peraturan
sementara, agar setahap demi setahap kedudukan Angkatan Kepo-
lisian Republik Indonesia schagai unsur Angkatan Bersendjata
dapat diwudjudkan.

Pazsal 5.

Segala sesuatu tentang pelaksanaan Jjang belum diatur |
dalam Surat Keputusan ini, diatur bersama oleh Menteri Koordi- |
nator Kompartimen Pertazhanan/Keamanan-Kepala 8taf Angkatan
Bérsendjata dan lMenteri Koordinator Kompartimen Hukum dan

Dalam MNegeri,

Pasal 6 eeeveoe
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Pzsal 6,
Keputusan Presiden ini bterloku mulai teunggal ditetapkan.,

Diteteapkan di Djekarta

pada tanggal 23 Djuni 1964%. d

/?PRESIDEN REPUBLIK INDONESTIA,

SUKARNDO




